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I}EIVIEtrTIN'TA}I KABUPATEN DAERAI{ TINGKAT' II PATI

TJF.RATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT TI PATI

NOI'4OR 4 TAHL'N 1998

TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHI'IAT TUFIAN YANG MAHA ESA

BUPAI-I KEPALA DAERAI{ TINGKAT II PATI

l,lenimbang

l"1engi. nga t 1J

b-

bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang l'{o-

rnor l8 Tahun. L997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, nlaka Peraturan Daerah ten*

t.ang Pajak Penerangan Jal"an perlu disesttaikan ;

bahr^ra untuk melaksanakan penyesuaian sebagai-
ryiai-ia. <Jimaksud huruf a,. perlu mengat'ur kembali

Pajat< Penerangan Jalan yang diLeLapkan dengan

Peraturan Daerah-

Llndang-uqdang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pem*

bentukatr Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkun-
gan Prcpinsi Jawa Tengah (Berita Negara Repub-

lik Irrdonesia Tahun 1950) ;

'> Un<lang-undang Nomor 5

pokok PemerinLarhan . r

Tahun L974 Nomor 38,

Nomor 3O37) ;

Llndang*undang Nomcl r L7

Penyelesaian Sengl<eta

Tahun L997 Nomor 40,

Nomor 3684) ;

Tahun L974 tentang Fokok*

Daeralr (Lembaran Negara

Tambahan Lembaran Negara

Tahun L997 tentang Badan

Pajak (Lembaran Negara

Tambahan Lembaran Negara

3,

4 - Undang
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4- Undang-undang Nomor 18 Tahun L997 tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun L997 Nomor 41, Tambahan Lembaran l.legara
Nomor 5685) ;

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun !997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran

Negara Tahun L997 Nornor 42n Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5646) ;

6- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun LggT
tent.ang Pajak Daerah {Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Honror

56e1 ) ;

7. Keputusan f.lenteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
1995 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan
Peraturan Daerah Perubahan ;

8- Keputusan I'tenteri Dalam Negeri Nomcr 17O

Tahun L997 tentang Pedoman Tata Cara pungutan
Pajak Daerah ;

9- Keputusan l.lenteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun
1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di
Bidang Pajak Daerah ;

1O-Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Pati Homor S Tahun 1949 tentang penyidik
Pegawai F{egeri Sipi} di Lingkungan pemerintah
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati-

Dengan persetujuan Dewan Pernakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat If Fati-

ITIEf'IUTUSKAN

HeNetapKan : PERATURAI{ DAERAH KABUFATEN DAERAH TIXGKAT II PATI
TENTANG PAJAK FEHERANGAN JALAN.

'"n

BAB r ---6-
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BAB I
KETENTUAN UHUI,I

Fasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a- Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II

Pati ;

b- Pemerintah Daerah adalah tremerintah Kabupaten
Daerah Tingkat fI Pati ;

c- Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Pati ;

d- Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas
Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II pati ;

e- Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya
disingkat PLH adatah perusahaan List,rik Negara
{ Persero ) ;

f- Pajak Penerangan Jalan yang selanJutnya
disi.ngkat Pajak adalah pungutan daerah atas
penggunaan tenaga listrik ;

g, Surat Pemberitahuan pajak Daerah yang
sel.anjutnya disingkat SpTpD adalah surat yang
digunakan oleh Wajib Fajak untuk melaporkan
perhitungan dan pembayaran Fajak pensrangan
Jalan yang terutang menurut Feraturan
Ferundang*undangan Perpajakan Daerah ;

h. $urat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan
oleh hlajib Pajak untuk melakukan pembayaran
atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas
Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan
aleh Bupati Kepala Daerah_

i - Surat Ketetapan Pajak Daerah yang setanjutnya
disingkat SKPD adaLah $urat Keputusan yang
menentukan besarnya jumlah pajak yang
terutang ;

i" Surat --..4-.
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Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat $KPDKA adalah Surat
Keputusan yang menentukan besarnya jumlah
pajak yang terutang, jumlah kredit paJak,
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,
ksarnya sanksi administrasi dan jumlah yang
masih harus dibayar ;
Surat Ketetapan Fajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan yang selanjutnya disingkat SKFDKBT

adalah Surat Keputusan yang mensntukan
tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan ;
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yahsl
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat
Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak
lebih besar dari pajak terutang atau tidak
seharugnya terutang ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang
selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat
Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang
terutang sama besarnya dengan kredit pajak"
atau paJak tidak terutang dan tidak ada kredit
pajak i
Surat Tagihan Pajak Daarah yang selanjutnya
disingkat STPD adalah surat untuk melakukan
tagihan paJak atau sankgi administrasi berupa
bunga dan atau denda-
Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh
Bupati Kepala Daerah-

BAB TI
NAFIA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

{1} Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut
pajak kepada setiap pengguna tenaga listrik-

:

k-

I.

n.

0-

m-

I

{2) obyek - -+ -.
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(2) Obyek pajak adalah setiap penggunaan tenaga
I istri k -

{3} Penggunaan tenaga listrik
pada ayat (t) adalah
listrik yang berasal dari
PLN-

sebagimana dimaksud
penggunaan t€naga
PLN sraupun bukan

trasal g

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

penggunaan tenaga listrik oleh fnstansi
Pemerintah pusat dan pemerintah Daerah ,
Penggunaan tenaga tistrik pada tempat_tempat
yang digunakan oreh Kedutaan, Konsulat,
Perwakilan Asing, dan Lembaga-lembaga fnter_
nasional dengan asas timbal balik sebagaimana
berlaku untuk pajak negara.
Penggunaan tenaga listrik lrang brasal dari
bukan PLH dengan kapasitas tertentu yang tidak
memerlukan izin dari instansi teknis terkait-
Penggunaan tenaga listrik yang khusus diguna_
kan untuk tempat ibadah dan fasilitas sosial.

a.

b,

c-

d-

pasaL 4

(1) subyek pajak adarah orang pribadi atau badan
yang rnenggunakan tenaga listrik-

(a) hlajib pajak adarah orang pribadi atau badan
yang menjadi pelanggan tistrik dan atau
peng€runa tenaga listrik-

BAB ITI 6---
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BAB IIT
DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan pajak adalah Hitai Jual
Tenaga Listrik.

(2) Nilai JuaI Tenaga Listrik sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) Pasa1 ini ditetapkan :

at- Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN

dan bukan PLN dengan pembayaran, Nilai
Jual Tenaga Listrik adalah besarnya
tagihan biaya pemakaian list,rik,/rakening
listrik -

Dalam hal tenaga listrik berasal dari
bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran,
nilai jual listrik dihitung berdasarkan
kapasitas tersedia dan pemakaian atau
taksiran pemakaian listrik serta harga
satuan listrik yang berlaku di lttil.ayah
Daerah.

b-

(3) Harga satuan listrik sebagaimana dimahsud
pada ayat (2) huruf b Pasal ini ditetapkan
oleh Bupati Kepala Daerah dengan berpedoman
harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN.

Pasal- 6

Tarip Pajak ditetapkan sebagai berikut :

a, Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari
PLN" bukan untuk industri sebesar 98 (sembilan
persen).

b- Penggunaan --rr-
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b. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari
FLN, untuk industri sebesar JS {tiga persen}-

c. Penggunaan Tenaga Listrik yaftg berasal dari
bukan Fl-ltn bukan untuk industri sebesar 5t
(lima persen).

d- Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari
bukan PLN, untuk industri sebesar Z* {dua
persen) -

BAB TV

WILAYAH PEIIUNGUTAN

DAN CARA PENGHITUNGAH PAJAX

Pasal 7

t1) Pajak yang terutang dipungut di Hilayah
Daerah-

(2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarip sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 Peraturan Daerah ini dengan dasar
pengenaan sebagaimana dimaksud pasal s
Feraturan Daerah ini-

BAB V

HASA PAJAK. SAAT PAJAK TERUTAHGN DAN

SURAT FEI'IBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal I

Flasa Pajak adalah jangka uaktu yang lamanya I
(satu) bulan takurrim-

Pasal 9

Pajak terutang dalan masa pajak terjadi sejak
diterbitkannya $KPD-



it
g'
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Fasa} lO

(r) Setiap Flaiib Paiak yang menggunakan tenaga

listrik bukan PLN waiib mengisi SPTPD-

{2} spTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

Pasal ini harus diisi dengan jelas, banar dan

lenEkaP-

(3) Hajib Fajak yang menggunakan tenaga I'istrik
PLN, daftar rekening listrik yang diterbitkan
oleh PLN merupakan SPTFD-

(q) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
harus disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah

selambat-Iambatnya 15 {1irna belas) hari
setelah berakhirnya tnasa Paiak-

(5) Bentukn isi dan tatacara pengisian SPTPD

ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEI{ETAPAN PAJAK

Pasal 11

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalan

Pasal t'G. ayat (1) Peraturan Daerah ini '
Bupati Kepala Daerah menetapkan Faiak yang

terutang dengan menerbitkan SKPD.

(2) Apabila pemungutan Paiak bekerjasama dengan

pLH, rekening tistrik dipersamakan dengan

SKFD.

(3) Apabila -- 4
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(3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pasal ini tidak atau kurang dibayarsetelah lewat waktu paling lama EO ( tigapuluh ) hari sejak SKPD diterirna, dikenakansanksi administrasi berupa bunga sebesar Z z( dua persen ) sebulan dan ditagih denganmenerbitkan STPD-

trasal L?

(1) Wajib pajak yang membayar sendiri spTpDsebagaimana dimaksud dalam Fasal $€ ayat (1)Peraturan Daerah ini digunakan untukmenghitung' memperhitungkan dan menetapkan
Pajak sendiri yang terutang-

(2) Dalam jangka waktu 5 ( tima ) tahun
saat terutangnya pajak, Kepala Daerah
menerbitkan :
a. SKPDKB i
b. SKPDKBT

c- SKPDN.

sesudah
dapat

(s) SKpDKB

huruf a

sebagaimana dimaksud
Pasa} ini diterbitkan

pada ayat (2)

a- Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atauketerangan lain pajak yang terutang tidakatau kurang bayar, dikenakan sanksiadministrasi berupa bunga sebesar Zg (duapersen) sebulan dihitung dari pajak yang
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 {dua puluh erppat)bulan dihitung sejak saat terutangnya
pajak -

b- Apabita .-4--
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b. Apabila $PTPD tidak disampaikan dalam
jangka waktu yang ditentukan dan telah
ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi
administragi krupa bunga sebesar ZS tdua
persen) sebulan dihitung dari pajak yang
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan dihitung sejak saat terutangnya
trajak -

c- Apabila kewajiban mengisi SpTpD tidak
dipenuhi, yafig terutang dihitung secara
jabatan, dan dikenakan sanksi adminsitrasi
berupa ksnaikan sebesar ZS % (dua puluh
lima persen) dari pokok pajak ditambah
sanksi administrasi berupa bunga seksar
2% (dua persen) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan dihitung sejak saat
terutangnya pajak-

(4) SKFDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (t)
huruf b Fasal ini diterbitkan apabila ditemu-
kan data baru atau data yang semula belum ter
ungkap yang menyebabkan penambahan jumlah
pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi
administrasi berupa kenaikan seb€sar 1OO A

{seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak
tersebut -

(5) $KPDN sebagaimana dinaksud pada ayat (Z)
huruf c Pasal ini diterbitkan apabila jumlah
pajak yang terutang sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit pajak_

(6i Apabi}a . -n5- -
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{6} Apabila keruajiban membayar pajak terutang
dalam SKPDKB dan $KpDKBT sebagaimana dirnaksud
pada ayat (A) huruf a dan b pasal ini tidak
atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka
waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan
menerbitkan STPD dit,ambah dengan sanksi
administrasi berupa bunga 2 t (dua persen)
sebulan -

(lO Fenambahan jumlah Fajak yang terutang seba-
gaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikena-
kan apabila Hajib pajak melaporkan sendiri
sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan-

BAB VTT

TATA CARA PEHBAYARAN

Pasal 1g

(f) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau
tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala
Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam
SPTPD" SKPD, SKPDKB" SKFDKBT dan STPD.

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat
Iain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak
harus disetor ke Xas Daerah selambat-
lambatnya L x 24 jam atau dalam praktu yang
ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

{3} Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (Z) pasal ini dilakukan
dengan menggunakan S$pD-

Pasal t4

(r) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus
atau lunas-

(2) Bupati - - -lr -.
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(2) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan
persetujuan kepada trlajib pajak untuk
mengangsur pajak terutang dalam kurun saktu
tertentu, setelah memenuhi persyaratan lrang
ditentukan-

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (Z) pasal inin harus
dilakukan secara teratur dan berturut,_turut
dengan dikenakan bunga sebesar Z. E (dua
persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum
atau kurang dibayar.

(+) Bupati Kepala Daerah dapat mernberikan
persetujuan kepada $raJib pajak untuk menunda
pembayaran pajak sampai batas waktu yang
ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan dengan dikenakan bunga sebesa r Z 4(dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang
belum atau kurang dibayar.

(5) Persyaratan untuk dapat me,ngangsur dan
menunda pembayaran serta tata cara pembayaran
angsuran dan penundaan sebagaimana pada ayat
(2) dan ayat t+) trasal ini, ditetapkan oleh
Bupati Kepala Daerah-

pasal 15

(1) setiap pambayaran pajak sebagaimana dimakeud
dalam pasal 1& peraturan Daerah ini diberikan
tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku
penerimaan.

(2) Bentuk , jenis, isio ukuran tanda bukti
pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagai_
mana dimaksud pada ayat (f) pasal ini"
ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah_

BA8 ---rtt--
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BAB VIIT
TATA CARA PENACIHA,{ FAJAI(

pasal t6

(1) Surat Teguran atau Surat peringatan atausurat lain yang sejenis sebagai alual tindakanpelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7( tujutr ) hari sejak saat jatuh tempopembayaran-

{2) Dalam jangka praktu 7 {tu5r.16; hari setelahtanggal Surat feguran atau $urat peringatan
atau surat l_ain yang sejenis, t{ajib paJak
harus melunasi pajak yang terutang_

{3) $urat Teguran, surat Feringatan atau suratLain yang sejenis sebagaimana dimaksud Fadaayat {f) pasaL ini dikeluarkan oleh pejabat,.

pasal LT

(f) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayartidak dilunasi dalara jangka waktu sebagaimana
ditentukan dalam Surat Teguran atau Suratperingatan atau surat lain yang sejenis,jumlah Fajak yang harus dibayar ditagih
dengan Surat paksa_

{2} pejabat menerbit,kan $urat paksa segerasetelah lewat Zl (dua puluh satu) hari sejaktanggal $urat Teguran atau $urat peringatan
atau surat lain yang sejenis-

pasal 1g

Apabila traiak vang harus dibayar tidak dirunasidalam jangka naktu 2 x 24 jam sesudah tanggalpemberitahuan Surat paksa, trejabat segera m€ner_bitkan Surat perintah |,lelaksanakan penyitaan-
Pasar - - -df-.
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Pasal 19

$etelah dilakukan penyitaan dan ftajib Pajak klum
juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat
10 (sepuluh) hari sejak tanggal Flaksanaan Surat
Perintah I'lelaksanakan Penyitaan, Pejabat menga-
jukan permintaan penetapan tanggal pelelangan
kepada Kantsr Lelang Negara-

Pasa1 2O

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari,
tanggaln jam dan tempat pelaksanaan lelang Juru
Sita memberitahukan dengan seg€rra secara tertulis
kepada l'fajib Pajak.

Pasal 2L

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan
untuk pelaksanaan p€nagihan Pajak Daerah ditetap*
kan oleh Bupati Kepala Daerah,

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEI.IEEBASAN PAJAK

Pasal 22

{1) Bupati Kepala Daerah berdasarkan permohonan

Ffajib Pajak dapat memberikan pengurangan,
keringanan dan pembebasan pajak.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan
dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh
Bupati Kepala Daerah-

BAB X --,q--
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BAB X
TATA CARA PEHBETULAN, FEI,|BATALAN,

PEHGURANGAN KETETAPAN, DAiI PENGH*PUAAN ATAU
PENGURANGAN SANKST ADHTHISTRASI

Pasal Zs

(1) Bupati Kepala Daerah karena jabatan atau atas
permohonan htajib pajak dapat :

a- membetulkan sKpD atau sKpDKB atau st(pDKBT
atau STPD yang dalam penerbitannya
terdapat kesalahan tulis, kesalahan
hitung, dan atau kekeliruan dalam
penerapan peraturan perundang-undangan
Perpajakan Daerah i

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan
pajak yang tidak benar ;

c- mengurangkan atau menghapuskan sanksi
administrasi berupa bungan denda dan
kenaikan pajak yanE terutang dalam hal
sanksi tersebut dikenakan karena kekhi*
lafan l{aj ib Fajak atau bukan karena
kesalahannya.

(2) Permohonan pembetulan, pembataran,pengurangan
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan
sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT dan STPD sebaEaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara
tertuLis oleh htaj ib pajak kepada Bupat,i
Kepala Daerah, atau trejabat eelambat-
lambatnya 3O (t,iga puluh hari) sejak tanggal
diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STFD
dengan memberikan alasan yang jelas.

(5) Bupati - -6.
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(3) Bupati Kepala Daerah atau Fejabat paling lama
3 (tiea) bulan sejak surat permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayaX (Z) pasaL ini
diterima, sudah harus memberikan Keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu S (tiga) butan
sebagaimana dimaksud pada ayat (g) pasal ini,
Bupati Kepala Daerah atau pejabat tidak
nemberikan Keputusan, permohonan pembetulan,
pembatalan, pengurangan ketatapan dan
penghapusan atau pengurangan sanksi
administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDTNG

Fasal 74

(1) tSajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya
kepada Bupati Kepala Daerah atau pejabat atas
suatu :

a- SKFD ;
b- SKPDKB ;

c- SKPDKBT;

d. $KPDLB

e- SKPDN.

(2) Permshonan kehratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling
lama 5 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD"

SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima
olah Wajib Pajak, kecuali apabila ldajib pajak
dapat menunjukkan bahsa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar
kekuasaannya -

($) Eupati .--4--
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(3) Bupati Kepala Daerah atau pejabat dalamjangka waktu paling lama 12 {dua belas) bulansejak tanggal surat permohonan keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (?) pasal iniditerima" sudah memberikan Keputusan-

(+) Apabila setelah lewat waktu 12 ( dua belas )bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (J)pasal ini Bupati Kepala Daerah tidak memberi_
kan Keputusan, permohonan keberatan dianggap
di kabul kan -

{5) Fengajuan keberatan
ayat (t) Fasa} ini
membayar pajak-

sebagaimana dimaksud pada
tidak menunda kewajiban

pasal Zs

(1) Hajib Fajak dapat mengajukan banding
Badan penyelesaian $engketa trajakjangka r,rraktu S {tiga) bulan setelah
manya keputusan keberatan-

kepada

dalam
diteri*

(e) pengajuan

ayar (1)
pajak -

banding sebagaimana dimaksud pada
tidak menunda ker*ajiban membayar

pasal 26

Apabira pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud
dalam Fasal ft,4 Feraturan Daerah ini atau banding
sebagaimana dimaksud dalam pasal A5 peraturan
Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran pajak dikembarikan denganditamhah imbalan hunga sebesar 2 ? (dua per:sen)
sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan -

BAB xrr -.- rt- _ " -
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BAB XIT
PENGEI.IBALIAN KELEBTHAN PEI'IBAYARA}I PAJAK

pasal 27

t1) Hajib paJak dapat nengajukan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak
kepada Eupati. Kepala Daerah atau pejabat
secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-
kurangnya :

a- Nama dan alamat lllajib pajak I
b- Hasa pajak ;
c- Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
d- Alasan yang jelas_

(?) Bupati Kepala Daerah atau peJabat daram
jangka naktu paling lama LZ (dua belas) bulan
sejak diterimanya permahonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (t ) pasal ini harus
memberikan keputusan-

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (A) pasal ini dilarnpaui Bupati
Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan
keputusan' permohonan peng€lmbarian kerebihan
pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan
SKPDLB harus diterbitkan daram waktu paling
lama I {satu} bulan.

(+) Apabila t{ajib pajak mempunyai utang pajak
lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagai_
mana dirnaksud pada ayat (Z) pasal ini
langsung diperhitungkan untuk melunasi
t,erlebih dahulu utang pajak dimaksud_

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak
dilakukan dalam c{aktu paling lama Z (dua}
bulan sejak diterbitkannya SKFDLB dengan
msnerbitkan surat perintah Membayar Kelebihan
Pajak tsPHKp).

(6) Apabila --4,-,-
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(6) Apabila pngembaLian kelebihan pembayaran
pajak dilakukan setelah le$,at waktu 2 (dua)
bulan sejak diterbitkannya SKFDLB, Bupati
Kepala Daerah atau pejabat memberikan imbalan
bunga sebesar Z g (dua persen) sehulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pajak_

pasal ZA

Apabila kerebihan pembayaran pajak diperrritungkan
dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksuddalam pasal ZT ayat (4) peraturan Daerah ini,pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah_
bukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlakusebagai bukti pembayaran-

BAB XITT
KEDALUWARSA

pasal 29

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak,
h,arsa setelah melampaui jangka waktu 5
tahun terhitung sejak saat terutangnya
kecuali apabila hfajib pajak melakukan
pidana dibidang perpajakan daerah-

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak
dimaksud pada ayat (t) pasal ini
apabila :

kedalu-
(lima)
pajak,
tindak

sebagaimana
tertangguh

a* Diterbitkan $urat Teguran dan Surat paksa
atau ;

b- Ada ...6..
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b- Ada pengakuan utang pajak dari Sfajib pajak
baik langsung maupun tidak langsung-

BAB XIV
KETENTUAN PTDANA

Pasal SO

(1) l{ajib Fajak yang karena kealpaannya tidak
menyampaikan SpTpD atau mengisi dengan tidak
benar atau tidak lengkap atau melarnpirkan
keterangan yang tidak benar sehingga merugi_
kan keuangan Daerah dapat dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun
dan atau denda paling banyak ?
jumlah pajak yang terutang-

{dua} kali

(2) hlajib pajak yang dengan sengaja tidak
menyampaikan SpTpD atau mengisi dengan tidak
benar atau tidak }engkap atau mel.ampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga merugi*
kan keuangan Daerah dapat dipidana dengan
pidana penjara paling lama Z (dua) tahun dan
atau denda paling banyak 4 (enpat) kali
jumlah pajak yang terutang_

pasal gl

Tindak pidana sebagaimana dimaksud daram pasal ro
Peraturan Daerah ini tidak dituntut seterah
melampaui jangka waktu 1O {sepuluh) tahun sejak
saat terutangnya pajak dan berakhi rnya r'rasa
Pajak-

BAB XV .-.fr,
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BAB XV

PENYIDTKAN

Pasal 52

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
LingkunEan Femerintah Daerah diberi wewenang

khusus sebagai Penyidik untuk melakukan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor A Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana -

(2) hfewenang penyidik sebagaimana dimaksud
ayat (r) Pasal ini adalah :

e-

pada

c-

d-

a - l"lenerima, mencari, mengumpulkan dan
meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana dibidang perpajakan
daerah agar keterangan atau laparan
tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

b- l"leneliti, mencari dan mengumpulkan
keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehububungan dengan tindak
pidana perpajakan daerah tersebut i
l"leminta keterangan dan bahan bukti dari
orang pribadi atau badan sehubungan dengan
tindak pidana perpajakan daerah ;
Hemeriksa buku-bukun catatan-catatan dan
dokumen-dokumen Lain berkenaan dengan
tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
I'lelakukan penggeledahan untuk rnendapatkan
bahan bukti pmbukuan" rencatatan dan
dokumen-dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
Heminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
dibidang perpajakan daerah ;

f.

st. l'lenyuruh -.6---.
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g- f"{enyuruh hrhenti n merarang ses€}orang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan atau dokumen
yang dibawa sebagaimana dimaksud pada
huruf e ;

h- l'lemotret se$eorang yang berkaitan dengan
tindak pidana perpajakan daerah ;

i- Hemanggil orang untuk didengar
keterangannya dan diperiksa sebagai ter_
sangka atau saksi ;

j - Henghentikan penyidikan ;
k- r'relakukan tindakan rain yang perlu untuk

kelancaran penyidikan t.indak pidana
dibidang perpaJakan daerah menurut hukum
yang dapat dipertanggungJawabkan.

(3) Panyidik sebagaimana dimaksud pada ayat {l)
Pasal ini memberitahukan dinulainya penyidi_
kan dan menyarnpaikan hasil. penyidikannya
kepada penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam undang-undang Nomor g rahun
19al tentang Hukum Acara pidana_

BAB XVI
KETENTUAN LATN-LATN

Fasal 3g

Peraksanaan peraturan Daerah ini ditetapkan oleh
Bupati Kepala Daerah-

BAB XVII
XETENTUAH PEHUTUP

pasal A4

Dengan hrlakunya peraturan Daerah ini " maka
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat rr pati
Nomor ? Tahun 19Ag tentang pajak penerangan
Jalan dinyatakan tidak berlaku-

BAB XVTII 4--.
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pasal B, 
.i

Pe.aturan Daerah ini murai berraku pada tanggal
di undangkan -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat ff ,pati

Ditetapkan cJi pati
pada tanggal 16 I'laret 199A

DEWAN I]ERWAKILAIII RAKYAT DAERAH

rT PATI
DAERAH TTNGKAT TI
PATI -/
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II

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

NOMOR 4 TAHUN 1998

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

U l'1 U l',1

Dalanr rangka mendukung perkembangan otonomi daerah
yang nyata, dinamis, s€rasi dan bertanggung jawab dengan

titik berat pada Daerah Tingkat II, pembiayaan pemeritah dan
pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli
daerah, Khususnya yang berasal dari pajak Daerah, pengatu*
rannya perlu lebih ditingkatkan lagi- Sejalan dengan semakin
meningl<atnya pelaksanaan pembangunan dan pemherian pelayanan
kepada rnasyarakaL serta usaha peningkatan pertumbuhan pere*
koncrnian cfaerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber penda*
palan ":rsli daerah yang hasilnya semakin meningkat pula-

Fendapatan daerah yang berasaL dari pajak penerangan
jalan cukup potensial sebagai salah satu sumber pendapatan
asli ciaerah, sehingga denEan diterbitkannya Undang-undang
Nomr: r 18 Tahun 1,997 tentang Pa j ak Dae rah dan Ret ri busi
Daerah, maka PeraLuran Daerah Kabupat.en Daerah Tingkat II
Pati tlomor 2 Tahun 1988 tentang Pajak Penerangan Jalan yang

menjadi dasar pemungutan pajak PeneranEan Jalan perlu clise-
suai kan -

PASAL DEMI PASAL-

Pasal

Pasal

Pasal

Pasaf

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

Cukup jelas-

Cukup jelas -'

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan tenaga Iistrik
bukan dari PLN

Iistrik yang berasal
untuk menghasilkan
dimiliki oleh Subyek

yaitu tenaga
dari alat
listrik yang

Pajak.

Pasal 3 '.4.'.



Pasa l- :J 1'lu ruf

Fasa 1

I

Penggunaan

Badan Usaha

Usaha Mitik
kan sebagai
Jal-an -

tenaga listrik oleh
Milik Negara dan Badan

Daerah tidak dikecuali*
obyek Pajak Penerangan

: Ketentuan tentang Pengecualian
Pajak Penerangan Jalan bagi Perwa*
kilan Lembaga fnternasional Lrerpe-
doman kepada l'lenteri Keuangan-

: Cukup jelas.

: Lembaga Peniiidikan Luar Sekolah
yang be rsi fat kome rsial tidak
dikecualikan sebagai obyek Pajak
Penerangan .f alan -

Contoh : Kursus-kursus, Iembaga*
Iembaga ketrampil-an.

: Cukup jelas-

; Yang dinraksud dengan Surat Teguran
atau Surat Peringatan adalah surat
yang diterbitkan oleh Pejabat yang

ditunjuk oleh Bupati KepaIa Daerah
Tingkat II Pati karena Penanggung

Pajak tidak membayar/melunasi Pajak
sampai dengan tanggal jatuh tempo
pembayaran -

: Cukup jelas,

: Cukup jelas-

Pasal

Pasal

Pasal

Pasa I

Pasal 34 ayat

pasaL S? ayat

hu ruf b

huruf

hu ruf

4 s/d Pasa] *€

(1)t + arya t

(2)

(3)

d

Pasal 18



Fasa]

Pasal

:-? aYat

.+.*
i, j::

Pasaf. 3"? ayab (1)

3-

: Yang dimaksud penagihan dengan
Surat Paksa: adalah Penagihan
kepada penangyung Pajak karena
tidak mengindahkan Surat Teguran
atau Surat Peringatan.

: Cukup jelas.

: Yang dimaksr.rd dengan Penyiataan
adalah tindakan Pejabat nrelalui
Juru Sita untuk menguasai barang
Penanggung Pajak, guna dijadikan
jaminan untuk melunasi ut,ang pajak-

: Yang dimaksud dengan pelelangan
adalah kegiatan penjualan barang
dimuka umum dengan cara penawaran

harga secara l-isan dan tertulis
rnelal ui usaha pegumpulan pemi nat
atau calon pembeli -

: Cukup jeIas.

(2)

Pasal :€t

PasaL :.?d'} s/d Pasal. 35


